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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan yang
mengatur kekuasaan Negara dalam menjalankan suatu lembaga atau organisasi.
Penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan,
melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum, yang di jalankan oleh
penguasa administrasi Negara yang mempunyai kewewenang. Pemerintah
Indonesia sangat menyadari bahwa jika masyarakat sudah mendapatkan apa yang
menjadi haknya yaitu pelayanan dengan baik, maka masyarakat juga akan
menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
Banyaknya aspek yang mempengaruhi sebuah kebijakan yang diambil oleh
pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan amanat konstitusi, sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 H menjelaskan
bahwa, ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (2) Setiap orang berhak mendapat

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat



yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, ayat (3) Setiap orang berhak
atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat, ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
sewenang oleh siapa pun.

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.
'Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (3)
ANegara bertanggung |jawab atas penyedi asc
fasilitas pel ayarf &ameh satumbentok fysiditas gelaylanany a k o .
kesehatan yang layak untuk masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah adalah
rumah sakit dan puskesmas. Berdasarkan Undang-Undangan Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah mengurusi urusan bidang
kesehatan yang merupakan salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah. Pada salah satu sisi, yang menjadi suatu peluang besar bagi
daerah untuk membangun kesehatan masyarakat dengan berdasarkan pada
kebutuhan lokal masyarakat setempat.

Pembangunan kesehatan di dalam suatu Negara tidak dapat terlepas dari suatu
sistem yang disebut dengan Sistem Kesehatan. Sistem kesehatan merupakan
seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan utama untuk mempromosikan,
mengembalikan dan memelihara kesehatan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan
pembiayaan kesehatan sehingga sistem pembiayaan akan menjadi jelas, sarana
dan prasarana kesehatan dan kualitas sumber daya serta peningkatan mutu

pelayanan juga perlu mendapat perhatian dan disisi lain dapat pula menjadi

! Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke i IV.
? Undang-Undang Dasar Republik Indonesa Tahun 1945 Pasal 34 ayat 3.



ancaman karena kemampuan daerah dan berbagai macam aspek yang sangat
kental mempengaruhi arah kebijakan seorang kepala daerah dengan kewenangan
otonomi yang dimilikinya. Kerangka fikir otonomi daerah dengan berupaya
mengurangi beban masyarakat terutama dalam mendapatkan jaminan pelayanan
kesehatan. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan
yang paling banyak di perlukan oleh masyarakat.sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tidak
mengherankan apabila bidang kesahatan perlu di benahi terus menerus agar dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat.®

pelayanan kesehatan yang di maksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat,
murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah Negara akan bisa menjalankan
pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara
jasmani dan rohani. Rumah sakit-rumah sakit maupun puskesmas yang telah ada
di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta, selalu berupaya memberikan
pelayanan yang terbaik kepada pasien dan keluarganya, baik melalui penyediaan
peralatan pengobatan, tenaga medis yang berkualitas sampai pada fasilitas
pendukung lainnya seperti kantin, ruang tunggu, apotik, dan sebagainya. Dengan
demikian masyarakat benar benar memperoleh pelayanan kesehatan yang tepat
dan cepat.*

Peraturan daerah idealnya berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga terutama
kelompok masyarakat miskin dalam konteks perlindungan dan dalam hal
pelayanan kesehatan. kebijakan kesehatan di tingkat kota mempunyai dinamika

yang sangat tinggi. Dinamika dalam suatu pemerintahan tidak hanya bersifat

® Undang-Undangan Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
* CTS. Kansil. 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta, HIm 256



horizontal saja tetapi juga bersifat vertikal. Dinamika horizontal menempatkan
bahwa permasalahan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas
kesehatan tetapi juga melibatkan dinas-dinas lainya seperti dinas pekerjaan umum,
dinas tata kota, dan sebagainya. Oleh sebab itu bidang kesehatan harus dipahami
sebagai bidang yang bersifat multisektoral sehingga diperlukan pengutamaan
dalam pembangunan kesehatan. Dinamika vertikal akan berkaitan dengan peran
pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi terhadap pemerintah
kabupaten kota. Kebijakan kesehatan pemerintah kota dalam berbagai macam
program kerja tidak mengingkari keberadaan kaum masyarakat miskin. Hal ini
disebabkan pada sebuah kenyataan bahwa permasalahan mendasar dibidang
kesehatan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan mereka (masyarakat tidak
mampu atau miskin).” Berdasarkan asas otonomi yang menjadi wewenang, tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada walikota
serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan keringanan kepada penduduk di
Kota Bandar Lampung dalam hal biaya mengatasi masalah kesehatannya dengan
melakukan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar sampai rawat inap kelas
Il di semua unit pelayanan kesehatan yang telah menjalin kerja sama dengan
Pemkot Bandar Lampung, hal ini disebabkan masih banyak masyarakat Kota
Bandar Lampung yang tidak dapat menyentuh pelayanan kesehatan dan bahkan
mereka juga tidak mampu membayar biaya untuk berobat ke Puskesmas.

Pelayanan Kesehatan yang dikenal dengan Program Pelayanan Kesehatan

> 1bid.



Masyarakat (PPKM) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota
Bandar Lampung. Program ini hanya berlaku pertanggal 1 Januari 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015. Melalui program ini masyarakat kota bandar lampung
yang belum terlayani oleh oleh jaminan sosial manapun baik dari Pemerintah
maupun Swasta dan dapat berobat dan melahirkan gratis dengan persyaratan
menggunakan KTP dan KK asli yang pembiayaanya dibayarkan oleh Pemerintah
Kota. Setiap peserta dari program ini akan mendapatkan fasilitas rawat inap
selama 5 hari di Rumah Sakit yang telah menjalankan kerja samanya dengan

Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari visi dan misi Wali Kota Bandar
Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar
masyarakat. Alokasi anggaran pelayanan kesehatan ini di peroleh dari dana
APBD.?

Pemerintah dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Kota Bandar Lampung,
merupakan suatu pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kota kepada
masyarakat sejalan dengan era otonomi daerah. Kota Bandar Lampung memiliki
kewenangan melaksanakan desentralisasi kesehatan. kebijakan ini secara teoritis
memungkinkan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merancang program-
program dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang sesuai dengan kondisi lokal.
Namun setelah satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, kondisi kesehatan

masyarakat Kota Bandar Lampung belum memperlihatkan perbaikan yang berarti.

® http://bandarlampungkota.qo.id/?p=504, .diakses pada tanggal 1 bulan agustus tahun 2015
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Dalam pelaksanaan kebijakan kessehatan gratis di Kota Bandar Lampung masih
terdapat beberapa permasalahan, seperti kurang optimalnya sosialisasi terhadap
pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota bandar
lampung, masi kurang memahaminya masyarakat tentang program pelayanan
kesehatan, masih ada beberapa rumah sakit yang telah bekerja sama dengan
Pemerintah kota akan tetapi masi meminta uang jaminan kepada pasien, bahkan
ada yang meninggal karena keterlambatan pelayanan dan beberapa keluhan yang
membeda-bedakan pelayanan program Kesehatan gratis dengan jaminan

kesehatan yang lain.

Keadaan yang demikan butuh perhatian dari pemerintah daerah, khususnya
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk memberikan sosialisasi terhadap

masyarakat Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dan menu | i s s kr i p s KebijdkenrPgrarimtahj u d u |
Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis

Bagi Masyarakat O .

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini

adalah sebagai berikut :

a. Apakah dasar Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam

Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat?



b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Kota
Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan

Gratis Bagi Masyarakat?

1.3. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup ini adalah tentang kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung

dalam pelaksanaan program berobat dan melahirkan gratis.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dasar kebijakan pemerintah kota bandar lampung dalam
pelaksanaan pelayan kesehatan gratis bagi masyarakat.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan pemerintah kota bandar

lampung dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian di dalam penulisan ini adalah :

a. Dari segi kegunaan teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
pengembangan kajian hukum administrasi negara mengenai Kebijakan
Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Kota Bandar Lampung Dari segi kegunaan praktis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
perkembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat sebagai
sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami
Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan

Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kebijakan
2.1.1. Pengertian Kebijakan

Secara umum Kkebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar
pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang
banyak. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa
juga disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut amara raksasataya
adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu

tujuan.’

Sejalan dengan dikemukakan oleh Dr. SP. Siagian, MPA dalam proses
pengelolahan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijaksanaan adalah serangkaian
keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak
dal am usaha untuk mencapai s u a t Jadi
kebijakan atau kebijaksanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang telah

ditetapkan sebelum kebijakan itu diambil.

" AG. Subarsono, 2006, Analisis Kebijakan Publik. HIm 17
¥ Lijan Poltak Sinambelu, Reformasi Pelayanan Publik. HIm 49
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Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pebuatan kebijakan,

yaitu :

4.

5.

Adanya pengaruh tekanan dari luar.

Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme).
Adanya pengaruh sifat pribadi.

Adanya pengaruh dari kelompok luar .

Adanya pengaruh keadaan masa lalu.’

Faktor-faktor tersebut mempengari arah kebijakan, dapat disimpulkan bahwa

suatu kebijakan akan selalu mendapatkan pengaruh-pengaruh dari orang-orang

yang tidak menginginkan kebijakan yang telah di tentukan atau dibuat oleh

pemerintah. Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam,

Adapun macam-macam dari kebijakan yaitu :

1.

Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan Umum Ekstaktif merupakan penyerapan sumber-sumber
materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti
pemungutan pajak dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan
pengelolahan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.
Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan
alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian
relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi

berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat

% AG Subarsonio, Op.Cit, him 25
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tertentu sesuai dengan sekala prioritas yang di tetapkan atau di sesuaikan
dengan situati yang dihadapi.

3. Kebijakan Umum Regulatif
Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat.
kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan
kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para
penyelenggara pemerintah negara.™

Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah untuk halayak kepentingan umum.
2.1.2. Kebijakan Publik

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini Kita tidak dapat lepas dari apa yang
di sebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-Kebijakan tersebut kita temukan
dalam bidang kesejahteraan sosial, bidan kesehatan, perumahan rakyat,
pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Namun
keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut boleh dikatakan seimbang dengan
kegagalan yang terjadi. Oleh sebab itu luasnya dimensi yang di pengaruhi oleh

kebijakan publik

Beberapa definisi yang di berikan oleh Robert Eyeston tentang kebijakan publik
secara |l uas adal ah kebijakan publi k dapa
uni t pemerintahan dengan l i ngkunganyao.

kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

10'H.S, Sunardi dan Tri Purwanto, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX
SMP dan MTs. Solo : Global. Hal : 75
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atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-
hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau
merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Selain itu, gagasan
bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud tertentu. Selain itu,
gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang
layak mendapat perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi
kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan-
tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu

mudah dipahami.

Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam
perkembangan mentiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu
kebijakan. Dengan kata lain bahwa proses adalah keseluruhan tuntunan peristiwa

dan perbuatan dinamis.

Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik dapat di
tawarkan oleh Carl Freadrich yang mengatakan bahwa, Kebijakan publik adalah
serangkaian tindakan /kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinkan (kesempatan-kesempatan) dimana
kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai

tujuan yang dimaskud.
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Menurut david Easton dalam bukunya yang berjudul The Political System
memberikan definisi tentang kebijakan publ i k y agalokasian iiRientai

secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat & .

Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa
kebijakan publi k pada umumnyawhateyargandun ¢
goverment choose to do or to da , artinya, kebijakan pub

yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa

karakteristik utama suatu definisi, yaitu :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatianya ditujukan pada tindakan yang
mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.

2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang
dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah-
pindah.

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh
pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau
menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang
akan dikerjakan.

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif
kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas
dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat

melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan

1 David Easton. 1953. The Political System. HIm 129
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suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks
tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan

merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu
lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang
merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur
pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian

tujuan kebijakan.

Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat berperan penting dalam
pengimplementasian kebijakan atau pelaksanaanya, sehingga nanti pada akhirnya
dibuat suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut efektif atau tidak dan
apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut atau

tidak. Hal ini merupakan elemen penting dalam analisis kebijakan.

2.1.3. Implementasi Kebijakan

makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses
melaksaakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang,
peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit

presiden).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan  badan  peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas
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tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses

implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu,biasanya diawali dengan
tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam
bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses
pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya
program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari
program kebijaksanaan,adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi
maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan,
dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakasanaan tersebut. Tahapan
implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan
ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu

dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan.

George Edwards 11l (1980) mengungkapkan ada empat faktor dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu :

1. Komunikasi
Dalam variable komunikasi, secara umum Edwards membahas tiga hal
penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan
kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi
kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan
harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan

kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat
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sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti.
Komunikasi harus akurat, dalam proses transmisi akan banyak hambatan-
hambatan yang menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan akan
menghalangi pelaksanaan kebijakan. Aspek lain dari komunikasi menyangkut
petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan-
keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf
administrasi dan menghambat kemampuan untuk melaksanakan kebijakan
secara efektif.

. Sumber daya

Sumber-sumber disini dimaksudkan sebagai sumbe untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan sehingga implementasi kebijakan berjalan secara efektif.
Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai disertai dengan
keahlianya, informasi, wewenang, dan fasiltas-fasilitas yang di perlukan
untuk  melaksanakan pelayanan publik. Tampa adanya sumber-
sumber,kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas hanya akan
jadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya.

Disposisi atau prilaku

Kecenderungan dari pelaksanaan kebijakan merupakan faktor ketiga yang
mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.
Mengingat pentingnya kecenderungan bagi implementasi kebijakan yang
efektif, maka akan timbul dampak dari kecenderungan tersebut dalam
implementasi kebijakan. Menurut Edwards dampak dari kecenderungan yaitu
terdapat kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat

dukungan dari pelaksanaan kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain
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mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan
pelaksanaan kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi
dari para pelaksanaan. Kecenderungan yang menghalangi implementasi bila
para pelaksana tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Implementasi
tersebut dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks.
4. Struktur birokrasi

birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksanaan kebijakan.
Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan dan
mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukanya, tetapi
dalam pelaksanaanya masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dalam
menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik
utama birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau
sering disebut Standard Operating System (SOP) dan fragmentasi. Struktur
organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh
penting pada implementasi. Salah satunya dari aspek-aspek struktural paling
dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasar (SOP).
Sedangkan sifat kedua dari struktur organisasi organisasi yang berpengaruh
dalam pelaksanaan kebijakan yaitu fragmentasi organisasi. Fragmentasi
organisasi ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap implementasi
kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit

dari banyak lembaga birokrasi.

Adanya interaksi mengenai beberapa hubungan dari faktor-faktor yang akan
menjelaskan peranan masing-masing dalam proses implementasi. Komdisi seperti

ini akan berpengaruh terhadap faktor-faktor komunikasi, sumber-sumber,
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kecendrungan-kecendrungan dan struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan.

Akan tetapi, disamping itu secara langsung dapat mempengaruhi implementasi.

Keempat faktor tersebut secara berkesinambungan bekerja dan berinteraksi satu
sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat
proses implementasi. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa di
katakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam dan sumber daya
manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil

untuk mencapai tujuan kebijakan.

Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi
rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola
operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana
diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama
implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah

kebijakan diputuskan.

Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

empat variable,yaitu;

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan
dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga
akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu
kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
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2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas
dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya
tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia,yakni kompetensi implementor
dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

4. Struktur organisasi, merupakan yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh stakeholder(pemangku kepentingan)
yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual.
Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakti tindakan yang diambil oleh
badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan Kketaatan
kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi
tindakan para stakeholdertersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya
akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak

diharapkan.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih
penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar
berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di

implementasikan.
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Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat
penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses
kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau
tindakan pencapaian tujuan. Hal ini dipertegar oleh Chif J. O, dengan mengatakan
bahwa, hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa
indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret,
keluaran atau outcome yang biasanya terwujud rumusan target semisal
tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga,manfaat atau benefit yang wujud
beragam, dampak atau inpact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan

serta kelompok target baik individu maupun kelompok.
2.1.4. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan
adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap
implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan
disahkannya suatu  kebijakan maka kebijakan  tersebut  akan
terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara
terhadap kedaulatan negara lain.

2. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu
diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan
kebijakan tercapai.*?

Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk

kebijakan yang bersifat non-self-executing, karena perlu diwujudkan dan

12M. Irfan, Islamy, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), HIm 102
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dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai. Ahli lain, Brian W.

Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi

sebagai berikut: Tahap | : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara
jelas;

2. Menentukan standar pelaksanaan;

3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap Il: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf,

sumber daya, prosedur, biaya serta metode; Tahap Ill: Merupakan kegiatan-

kegiatan :

1. Menentukan jadwal;

2. Melakukan pemantauan;

3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil

tindakan yang sesuai, dengan segera.™

2.2. Pelaksanaan
2.2.1. Pengertian Pelaksanaan

G.R Terry mengartikan Pelakasanaan adalah kegiatan yang meliputi menentukan,
mengelompokan,  mencapai  tujuan, penugasan  orang-orang dengan
memperhatikan lingkungan fisik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan

terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

13 \Wahab, Solichin Abdul, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Rineka Cipta
1990),HIm 36
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Mazmania dan Sebatier yang dikutip dalam buku Soleh Abdul Wahab
merumuskan proses pelaksanaan (implementasi) sebagai berikut : implementasi
(pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan
badan eksekutif yang penting atau pun keputusan peradilan, lazimnya dapat
dikatakan keputusan tersebut dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi,
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai
cara untuk mengukur cara implementasinya. Proses ini berlangsung setelah
melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang,
kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki
atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan

penting (upaya untuk melakukan perbaikan).

Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan adalah :

1. komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik
apabila jelas bagi para pelaku pelaksana. Hal ini menyangkut proses
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang
disimpulkan.

2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu
terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna
penambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan
tugas sebagai tanggung jawab dan fasiltas yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan.
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3. Disposisi, sikap dan komitmen dari para pelaksanaan terhadap program
khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khusus dari
mereka yang menjadi implementer program.

4. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standard Operating Procedures) yang
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

Keempat faktor diatas, dapat dikatakan mempengaruhi keberhasilan suatu proses

impleentasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara

faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi
sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.

2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program
perubahan danpeningkatan.

3. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab
dalam pengelolahan pelaksana dan pengawasan dari implementasi tersebut.

Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suatu program

senantiasa melibatkan tiga unsur tersebut, pengertian dari pelaksanaan tersebut

adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah di

tetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan

kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok
sasaran.

2.2.2. Pengertian Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hal yang paling penting dan paling

dibutuhkan bagi masyarakat secara umum. Pengertian pelayanan kesehatan

sendiri secara umum adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan secara rohani
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dan jasmani bagi masyarakat. Keterlibatan pemerintah sebagai penentu arah
kebijakan disetiap sektor pelayanan adalah untuk meningkatkan dan menstabil
kan pelayanan kesehatan masyarakat. menurut Levey dan Loomba dalam Health
Care Administration a Managerial Perspectiyang dimaksud dengan pelayanan
kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-
sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
(promotif), mencegah (preventij dan menyembuhkan penyakit (kuatif), serta
memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok atau masyarakat (rehabilitatif).**
menurut Hodgetss dan Casio pengertian pelayanan kesehatan dapat diartikan
menjadi dua jenis pengertian yaitu pelayanan kedokteran dan pelayanan
masyarakat. Pelayanan kedokteran adalah ditandai dengan cara pengorganisasian
yang bersifat sendiri yang memiliki tujuan utama untuk mengobati penyakit serta
memulihkan kesehatan, sasaran pelayanannya di peruntungkan untuk perorangan,
sedangkan pelayanan masyarakat adalah diorganisasikan secara bersama-sama
dalam satu organisasi, yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan sasaranya adalah

kelompok atau masyarat.
2.3. Kesehatan

Istilah kesehatan dalam kehidupan sehari hari sering dipakai untuk menyatakan
bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal. Bahkan benda mati pun seperti
kendaraan bermotor atau mesin, jika dapat berfungsi secara normal, maka
seringkali oleh pemiliknya dikatakan bahwa kendaraanya dalam kondisi sehat.

Kebanyakan orang mengatakan sehat jika badannya merasa segar dan nyaman.

1 Azwar, Pengantar llmu Administrasi Kesehatan, 2002, HIm 35
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Bahkan seorang dokter pun mangatakan bahwa pasiennya sehat manakala hasil
pemeriksaan yang dilakukan seluruh tubuh pasiennya berfungsi secara normal.
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut Depkes RI Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak
dan universal karena ada faktor faktor lain di luar kenyataan klinis yang
mempengaruhinya terutama faktor sosial budaya'®. Kedua pengertian saling
mempengaruhi dan pengertian yang satu hnaya dapat dipahami dalam konteks
pengertian yang lain. Banyak ahli filsafat, biologi, antropologi, sosiologi,
kedokteran, dan lain lain bidang ilmu pengetahuan telah mencoba memberikan
pengertian tentang konsep sehat dan sakit ditinjau dari masing masing disiplin
ilmu. Masalah sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan
kemmapuan atau ketidak mampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan baik
secara biologis, psokologis maupun sosio budaya.

UU No.23 Tahun1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa :

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang
memungkinkan hidup produktif secara social dan ekonomi. Dalam pengertian ini
maka kesehatan harus dilihat sebagai salah satu kesatuan yang utuh terdiri dari
unsur unsur fisik, mental dan social yang didalamnya kesehatan jiwa merupakan
bagian integral kesehatan.

2.3.1. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan bagian penttinga dalam peningkatan pelayanan

kesehatan. Keberhasilan suatu pelayanan kesehatan bergantung kepada beberapa

13 https://datastudi.wordpress.com/2009/10/26/konsep-sehat-sakit-dan-penyakit-dalam-konteks-
sosial-budaya/ di akses pada tamggal 23 mei 2015
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komponen penting yang ada di dalam pelayanan kesehatan itu tersendiri.
Komponen-komponen di dalam pelayanan kesehatan adalah perawat, dokter, staf
ahli khusus penyakit dan bagian-bagian lain yang berhubungan dengan pelayanan
kesehatan. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan memliki strata atau tingkatan
pelayanan kesehatan. Tingkat atau strata yang dianut oleh setiap Negara tidaklah
sama, namun secara garis besar berbagai tingkatan atau strata dalam pelayanan
kesehatan dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni :
1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang
bersifat pokok, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta
mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pada umumnya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan
rawat jalan.
2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua
Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih
lanjut, telah bersifat rawat inap dan untuk menyelenggarakannnya telah
dibutuhkan tersediannya tenaga-tenaga spesialis medis.
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga
Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang bersifat
lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga sub
spesialis medis.
Jenis pelayanan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus

penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang
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berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal
dalam arti antara unit yang satu dengan unit yang setingkat kemampuannya.
Sesuai dengan yang telah termuat di dalam SK mentri Kesehatan RI no. 32 tahun
1972. Pelayanan kesehatan rujukan yang berlaku dibedakan menjadi dua jenis
yaitu rujukan kesehatan dan rujukan medik, yang dimaksud dengan rujukan
kesehatan dan rujukan medik adalah :
1. Rujukan kesehatan
Rujukan ini di kaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan
derajat kesehatan. Dengan demikian rujukan kesehatan pada dasarnya berlaku
untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Rujukan kesehatan dibedakan atas 3
macam yakni rujukan teknologi, sarana, dan operasional.
2. Rujukan medik
Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit serta
pemulihan kesehatan. Dengan demikin rujukan medik pada dasarnya berlaku
untuk pelayanan kedokteran.
Dengan di tentukanya stara atau tingkatan disetiap pelayanan kesehatan dapat
disimpulkan bahwa pelayanan akan kesehatan di setiap stratanya memiiki sifat
pelayanan itu sendiri semakin tinggi jenis pelayananya semakin compleks tenaga
ahli medis yang diperlukan untuk melayani masyarakat.

2.3.2. Kesehatan Gratis

Kesehetan Gratis merupakan salah satu program yang dirancang oleh pemerintah
daerah, kabupaten/kota untuk membebaskan atau meringankan biaya kesehatan
masyarakat. Kebijakan ini sangat dinantikan oleh masyarakat luas karna semakin

tingginya biaya kesehatan. sehinggu pemerintah di tuntut untuk memberikan suatu
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kebijakan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat luas. Pemberian
Pelayanan Kesehatan Gratis ini harus sesuai dengan praturan peraturan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 18

yang mengatur tentang jenis pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

2.4. Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi Lampung, dan kota terbesar
disebelah selatan Pulau sumatera. kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau
Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil
penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik

dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km?2 yang terbagi ke
dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.446.160
jiwa (berdasarkan data tahun 2012), kepadatan penduduk sekitar 8.546 jiwa/km?
dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun
2030. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan

perekonomian di provinsi Lampung.

Berdasarkan asas dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,
kepada instansi yang vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada Gubernur,
Bupati, Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dalam
pengertian tugas pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk
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melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadii kewenangan
pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

2.4.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung

Tahun 2015 Pembangunan kota Bandar Lampung merupakan rangkaian kegiatan
untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Dalam
rangka menetapkan tujuan pembangunan kota Bandar Lampung, diperlukan visi
yang mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita kota yang disepakati
bersama dan sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan
kota, baik pemerintah kota, swasta, dan masyarakat (seluruh stakeholdersdalam

memantapkan peran masing-masing dalam membangun Kota Bandar Lampung.

Guna menyelaraskan seluruh aspirasi, langkah strategik, energi masyarakat untuk
pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju,
baik secara komparatif ataupun secara kompetitif, maka Pemerintah Kota Bandar
Lampung mempunyai VISI dan MISI untuk terwujudnya Kota Bandar Lampung

yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju, dan Modern.

Terdapat lima unsur yang terkandung di dalam Visi dari Pemerintah Kota Bandar

Lampung yaitu :

1. Aman

Suatu kondisi tercipta dan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat

baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, diukur dari
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menurunnya tingkat kriminalitas, minimnya tingkat gangguan baik keamanan
dan ketertiban dalam masyarakat, meningkatnya penegakan supremasi hukum
serta meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap resiko terjadinya bencana
alam. Tujuan akhir dari visi ini adalah menciptakan kondisi yang aman untuk
dihuni, aman untuk tempat bekerja dan suasana yang aman dan menarik

untuk dikunjungi oleh pendatang;

Nyaman

Suatu kondisi yang memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi
serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya
keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk
peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatnya
kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja. Untuk mencapai visi
Kota yang Nyaman, misi yang hendak diemban oleh kota Bandar Lampung
adalah mampu menyediakan tempat tinggal yang berkualitas, sesuai serta
terjangkau oleh kemampuan warga kota dan pendatang serta mampu
menyediakan dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja yang memadai

bagi warga kota dan pendatang;

. Sejahtera

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur dari
beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang dengan
pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan peningkatan
usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli

masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya jumlah
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penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni di bidang

pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Maju

Adalah kondisi masyarakat yang mampu dan cepat dapat menangkap dan
menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal, nasional
dan internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan aparatur
pemerintah kota dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan perkembangan
perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mencapai kota yang
maju, Bandar Lampung perlu meningkatkan diri untuk menciptakan kinerja
pelayanan  berkualitas internasional.  Perkembangan dunia telah
menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam tingkat kemudahan bertransaksi,
berkomunikasi dan penyelenggaraan transformasi usaha maupun aktifitas
domestik. Kinerja pelayanan yang berkualitas dan kompetitif ditujukan untuk
mendukung sektor-sektor yang akan bersaing dalam perekonomian dunia dan
regional, serta berfungsi sebagai basis perkembangan kota Bandar Lampung.
Disamping itu, Kinerja pelayanan internasional ini juga ditujukan untuk

mendukung kualitas kehidupan warga kota Bandar Lampung.

Modern

Adalah kondisi ketersediaan infrastruktur perkotaan yang baik, teratur,
aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi kota dan
peningkatan daya saing basis perkotaan. Dalam konteks modern ini, juga
mengarah kepada proses pergeseran sikap dan mentalitas pemerintahan

maupun masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai tuntutan masa
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kini. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa perekonomian dunia semakin
menekankan pentingnya kompetisi dan keterbukaan yang mendorong
perekonomian kota Bandar Lampung berhadapan langsung dengan jaringan
dan sistem internasional. Karena itu, Bandar Lampung harus mampu memilih
dan mengembangkan sektor perkotaan yang strategis sebagai basis
perekonomian kota serta menyiapkan dan meningkatkan seluruh prasarana

pendukung bagi sektor-sektor basis perkotaan.

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung 2010-2015 |,
yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi
yang dirumuskan dalam arah Kkebijakan dan program prioritas dalam
mengalokasikan sumber daya daerah, maka ditetapkanlah Misi Pemerintah Kota

Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Jasa dan

Perdagangan, Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan.

Pelaksanaan misi ini didasarkan oleh posisi strategis Kota Bandar Lampung
sebagai ibukota provinsi, sekaligus sebagai jalur perlintasan dan pusat jasa,
industri, dan perdagangan. Misi ini ditujukan untuk membangun dan
mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi daerah dalam rangka memberikan
peluang seluasi luasnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi. Melalui misi ini akan disinergikan semua potensi dari semua
pelaku ekonomi, dunia usaha, lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya
dalam rangka membangun ekonomi kota yang berdaya saing. Potensi

industri, perdagangan dan jasa akan menjadi prioritas dengan didukung oleh
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sub sektor turunan ketiga sektor tersebut. Kebijakan ekonomi dengan
pendekatan kemitraan yang sinerjik dan saling menguntungkan antara usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan usaha besar akan dikembangkan
untuk membangun perekonomian yang tangguh dan berdaya saing baik

perekonomian kota secara umum maupun ekonomi kerakyatan secara khusus.

Misi ini antara lain diselenggarakan melalui penetapan prioritas sektor-sektor
andalan yang perlu didorong menuju pasar internasional dengan memberikan
peran yang utama bagi kota Bandar Lampung menjadi pusat koleksi dan
distribusi barang dan jasa; menyiapkan dan menyediakan perangkat
administratif-birokrasi yang bersifat insentif bagi sektor-sektor andalan dan
seluruh sektor pendukungnya; serta menyiapkan institusi dan aparat yang
mampu menyelenggarakan aktifitas pembangunan dan pengendalian

perkembangan kota Bandar Lampung.

Secara fisik, misi ini akan didukung dengan penyiapan lokasi dan lahan yang
memadai bagi fungsi-fungsi bisnis dan residensial, sesuai dengan kebutuhan
aksesibilitas, komunikasi, maupun rekreasi dari masing-masing fungsi.
Kualitas pelayanan kota juga perlu menjamin tingkat kenyamanan dan
keamanan warga maupun pendatang yang terlibat dalam penyelenggaraan
aktifitas pembangunan kota, baik aktifitas bisnis maupun domestik. Dalam
kualitas pelayanan yang nyaman dan aman tercakup kondisi penyediaan
fasilitas umum dan lingkungan, utilitas, ruang terbuka hijau, iklim mikro,
prasarana dan sarana transportasi sarana keamanan dan keselamatan, tingkat
keterampilan dan kemampuan sumberdaya manusia yang terlibat dalam

pelayanan publik.
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2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Penguasaan Iptek dan Nilai-Nilai

Ketagwaan, Perkembangan Kreatifitas Seni dan Budaya serta Peningkatan

Prestasi Olahraga.

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh kesadaran bahwa keberhasilan
pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan
orientasi pembangunan dengan paradigma pembangunan kualitas manusia
yang sehat, sejahtera serta berkarakter dengan dilandasi oleh nilai ketakwaan.
melalui peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan serta
pengembangan pendidikan dan latihan yang berorientasi kepada kualitas
untuk menjawab tantangan global, serta pengembangan kreatifitas seni dan
budaya. Melalui misi ini akan disinergikan semua potensi yang dimiliki oleh
pemerintah Kota Bandar Lampung dan masyarakat melalui keterpaduan
kebijakan, pendekatan program kerja, dan alokasi anggaran berimbang.
Pengembangan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau juga tetap
dilandasi dengan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
untuk memberikan bekal kemampuan iptek dan imtaq bagi peserta didik.
Yang tidak kalah pentingnya dalam misi ini adalah bahwa peningkatan
kualitas pendidikan, kreatifitas dan lainnya juga harus diimbangi dengan
prestasi baik prestasi pendidikan maupun prestasi keolahragaan pemuda.
Dalam menjalankan misi yang diemban, berb agai prasyarat diperlukan agar
kota Bandar Lampung mencapai visi sebagai kota budaya. Prasyarat tersebut
mencakup prasarana dan fasilitas untuk mewadahi aktifitas kebudayaan dan

kesenian, penyiapan sarana penunjang kebudayaan dan kesenian, memperluas
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dan membina kegiatan budaya dan seni yang akan dipromosikan pada dunia
internasional, serta memperluas jaringan informasi kebudayaan dan kesenian.
Dalam perannya sebagai pusat Sumatera bagian Selatan dan Lampung, kota
Bandar Lampung menjadi wahana pertukaran informasi. Kebudayaan dan
kesenian Lampung, yang secara terus menerus perlu digali dan dibina pada
seluruh komunitas di wilayah Lampung. Pelestarian kebudayaan dan kesenian
Lampung antara lain ingin dicapai melalui bentuk apresiasi seni dan budaya,
yang diinformasikan secara tertulis, verbal maupun bentuk nyata kepada
masyarakat yang lebih luas, termasuk masyarakat internasional. Di sini kota
Bandar Lampung akan berperan sebagai wahana penyampaian informasi, baik
melalui pagelaran seni dan budaya, penerbitan informasi tertulis mengenai
seni dan budaya, penerbitan informasi tertulis mengenai seni dan budaya, dan
museum atau bangunan bersejarah (artifak) yang menyimpan benda dan

informasi mengenai seni dan budaya Lampung.

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Sesuai dengan konvensi internasional hak-hak sosial, ekonomi dan budaya
1966 dan berbagai amanat internasional, kesehatan pada dasarnya merupakan
hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Kewajiban
negara adalah untuk memenuhi hak tersebut kepada seluruh warga yang
berada di wilayah administratifnya. Dalam era otonomi daerah saat ini,
tanggung jawab terbesar dalam menjamin terpenuhinya hak kesehatan
masyarakat, berada di pundak pemerintah kabupaten/kota. Misi ini

merupakan landasan bagi pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas
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hidup masyarakat (terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial) di
Kota Bandar Lampung. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk
memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H
ayat (1) dan Undangiundang No 23/1992 tentang Kesehatan. Misi ini
memandang bahwa pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial
masyarakat merupakan suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dalam jangka panjang.

Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Birokrasi yang Bersih,

Profesional, Berorientasi Kewirausahaan dan Bertata Kelola yang Baik.

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai kondisi tata kepemerintahan yang baik,
yaitu tata pemerintahan yang dilaksanakan secara transparan dengan
dukungan aparatur yang akuntabel, profesional, efesien dan efektif serta
berkeadilan. Misi ini juga bertujuan unbtuk mewujudkan pemerintahan
daerah  yang berorientasi pada kewirausahaan  (entrepreneurial
governmentyang mendorong inovasi dalam manajemen pemerintahan untuk
pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha. Pada akhirnya, misi
ini akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan
peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan
dalam berbagai aspek pembangunan. Misi ini muncul menanggapi
perkembangan dunia yang semakin pesat dan bersifat global. Era globalisasi
dicirikan oleh keterbukaan dan persaingan dalam memanfaatkan peluang
hubungan antar-negara. Untuk mencapai kota berkelas dunia, Bandar

Lampung perlu meningkatkan diri untuk menciptakan Kkinerja pelayanan
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berkualitas internasional (modern). Perkembangan dunia telah menumbuhkan
kriteria-kriteria baru dalam tingkat kemudahan bertransaksi, berkomunikasi
dan penyelenggaraan transformasi usaha maupun aktifitas domestik. Kinerja
pelayanan yang berkualitas dan kompetitif ditujukan untuk mendukung
sektor-sektor yang akan bersaing dalam perekonomian dunia dan regional,
serta berfungsi sebagai basis perkembangan kota Bandar Lampung juga
ditujukan untuk mendukung kualitas kehidupan warga kota Bandar

Lampung.

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Misi ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara bijaksana sehingga semua aktivitas pembangunan
tidak merusak lingkungan yang dapat berakibat menurunkan daya dukung
lingkungan yang dapat menopang hidup seluruh warga kota dalam jangka
panjang. Keberhasilan misi ini sangat tergantung dari komitmen politik
pemerintah kota dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan
untuk membangun kesadaran publik, komitmen, kebijakan dan perencanaan
tata ruang serta keterpaduan program pelestarian lingkungan hidup sangat
secara berkelanjutan penting untuk dilakukan. Misi ini juga bertujuan
mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat guna mendukung tumbuh
kembang anak/remaja, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, dan
meningkatkan interaksi sosial serta melindungi masyarakat dari ancaman
bahaya yang berasal dari lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan
individu, keluarga, dan masyarakat secara optimal. Misi yang diemban kota

Bandar Lampung dalam misi ini adalah menjamin ketersediaan sumberdaya
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alam dan kualitas lingkungan hidup generasi yang akan datang serta
menjamin tingkat kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi kini dan yang
akan datang. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadikan kota
Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa, pariwisata, pusat
transportasi, permukiman, pendidikan dan kebudayaan berbagai perubahan
lingkungan akan timbul proses transformasi lahan, penambahan unsur-unsur
baru ke dalam lingkungan oleh limbah kegiatan; penggunaan dan
pengambilan sumberdaya alam sebagai bahan baku maupun penunjang, serta
proses dinamika populasi kependudukan, flora dan fauna. Misi pembangunan
yang berkelanjutan menjadi bagian terpadu dari seluruh aktifitas
pembangunan yang dilangsungkan, sehingga proses dan hasil pembangunan

tersebut tetap dapat dilangsungkan dan dinikmati oleh generasi mendatang.

Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dengan Mengedepankan Penataan
Wilayah, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Wisata yang Maju dan

Modern.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan
prasarana dan sarana dasar perkotaan yang terdiri dari sarana dan prasarana
perumahan permukiman, transportasi, pengairan, energi listrik dan
telekomunikasi serta membangun infrastruktur lainnya, bekerjasama dengan
dunia usaha dan atau BUMN untuk menghadapi era globalisasi serta
membangun daya saing keunggulan dan potensi daerah dan pencerminan
budaya daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas daerah

dan kualitas kehidupan masyarakat kota. Keseluruhan pengembangan sarana
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dan prasarana perkotaan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan

Kota Bandar Lampung sebagai kota wisata yang maju dan modern.®

Dengan adanya visi misi dari pemerintah kota Bandar Lampung tersendiri
dapat diartikan bahwa Pemerintah sudah menyiapkan beberapa kebijakan
peenting yang akan dilaksanakan selama masa jabatanya. Beberapa visi misi
yang diutarakan tersebut, dalam hal meningkatkan kesehatan masyarakat dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah kota Bandar Lampung
melakukan pembangunan kesehatan yang merupakan upaya untuk memenubhi
salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undangi
undang No 23/1992 tentang Kesehatan. Misi ini memandang bahwa
pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan
suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam

jangka panjang.

18 http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=33, (19/05/2015).
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu
penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakkukan berdasarkan bahan
hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas
hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan
sistem hukum.’

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan
untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau
antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan
wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan
informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai
pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau
kontrak) secara in action pada setiap pristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat.'®

7 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian HukurBandung. Citra Aditya Bakti
him.135
'8 Abdulkadir Muhammad. Ibid. him. 134



Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh
gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

3.2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di

lapangan. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan

kepada kepala/petugas Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk mencari
masukan-masukan, saran-saran dan tanggapan dari Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung, dalam Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan

perundang-undangan. Data sekunder ini mengasilkan bahan hukum sekunder.*®

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu, hukum yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peaturan-peraturan
lainnya, antara lain:

A. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945.

19 Abdulkadir Muhammad. Ibid. him. 122
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B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminanan sosial
Nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah
dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi
lapangan.

1.Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan
pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian
keterangan saksi. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan
mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup
penelitian ini.

2.Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah
direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung
dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan
mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Dengan penentuan narasumber Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
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3.4. Pengolahan Data
Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

a. ldentifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan
pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau
artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau
dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah
ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam
menginterprestasikan data.

3.5. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut

perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif

dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari
penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga

memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.?

2 Abdulkadir Muhammad. Ibid. him.153
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam
skripsi ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat

dinyatakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan
Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat adalah untuk memberikan
perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat baik yang
mampu maupun tidak mampu yang iuranya dibayarkan oleh Pemerintah Kota
Bandar Lampung bersumber dari APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas Kesehatan. Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Dinas
Kesehatan serta Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah bekerja sama, sehingga
dapat menghasilkan pelayanan yang optimal. Di dalam pelaksanaanya, Program
Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Kota Bandar lampung merupakan salah
satu tugas dan wewenang Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi yaitu dengan penyerahan wewenang Pemerintah

oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan



pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Yyang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah. Dasar Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Pelayanan
Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung yaitu adanya Peraturan
Walikota Bandar Lampung Nomor 24 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pada Fasilitas Kesehatan Di
Kota Bandar Lampung. Kebijakan dari program ini sendiri bertujuan untuk
memberikan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan kepada masyarakat

agar peserta memperoleh perlindungan dan manfaat pemeliharaan kesehatan

2. Dalam penerapan pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat kota Bandar Lampung masi terdapat faktor yang menjadi penghambat

kebijakan, anatara lain :

a) Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam
Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat adalah masi
mengacu kepada data dari penduduk yang lama yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kota. dengan demikian banyaknya perubahan-perubahan data dilapangan,seperti
banyaknya kelahiran baru, pindah tempat tinggal, perubahan tingkat sosial

ekonomi dan kematian.

b) Masi kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas terkait kepada peserta
atau masyarakat sehingga membinggungkan masyarakat tentang prosedur dan tata

cara pelaksanaan kebijakan ini.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh peneliti tersebut di atas, maka peneliti

menyarankan :

1. Sebaiknya Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung diharapkan berperan secara
aktif untuk mengikuti program yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota kepada
Masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan baik jaminan kesehatan
dari pemerintah maupun swasta dikarnakan program ini telah dibiayai oleh
Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bagi anggota masyarakat di Kota Bandar

Lampung.

2. Sebaiknya Pemerintah Kota dan Dinas Kesehatan Kota terus mengadakan

sosialisasi dalam program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
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